KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Alamat : Gedung Manggala Wanabalkti, Jalan Gatot Subroto - Yakarta 10270
Telepon : 5704501-04, Telex 65591 Dephut IA
Faksimile : 5738732 Jakarta10270, Kotak Pos 6505

12 ~ta~ 2015

Nomor : §.043 /Y- fasg

Lampiran ' o

Perihal : Permohonan tidak dikenakan tiket masuk Umat Hindu yang akan sembahyang.
Kepada Yth.

Ketua Umum Pengurus Harian, Parisada Hindu Dharma Indonesia
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma

Indonesia Nomor 359/Parisada P/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015, hal tersebut di atas, kami
sampaikan :

1. Ketua Umum Pengurus Harian, Parisada Hindu Dharma Indonesia dengan surat tersebut di
atas menyampaikan permohonan dispensasi dengan membebaskan umat hindu yang
bersembahyang di Pura Luhur Giri Salaka yang terdapat di dalam kawasan Taman Nasional
Alas Purwo tanpa mengenakan biaya atau tarif apapun.
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2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

- Pasal 5 ayat (1), Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada kegiatan
tertentu dapat dikenakan tariff Rp. 0,00 {nol} rupiah).

- Pasal 5 ayat (2) huruf b, kegiatan sosial dan religi yang dilaksanakan di kawasan
pelestarian alam dan kawasan suaka alam.

2.2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-11/2014 tentang Tata
Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) di
Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam :

Pasal 2 :

(1) Lokasi kegiatan tertentu yang dikenakan tanf Rp. 0,00 (nol rupiah), dapat berada di:

a. Kawasan Suaka Alam;

b. Kawasan Pelestarian Alam;
¢. Taman Buru; dan

d. Hutan Alam.

(2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Penelitian;
b. Social;
¢. Religi; dan
a. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang diperuntukan bagi bantuan
bencana alam.

Pasal ...



Pasal 9 ayat (1) :

Pengenaan tariff Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada masyarakat lokal atau sekitar kawasan
atau pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, dilakukan dengan persyaratan:

a. Tempat ibadah berada di dalam kawasan;

b. Surat keterangan domisili;

¢. Kartu identitas;

d. Kartu tanda pemegang IUPJWA bagi pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata
alam;

e. Daftar anggota kelompok atau rombongan;

f.  Mengisi formulir;

Pasal 13 ayat (1) :

Masyarakat lokal atau sekitar kawasan yang akan melakukan kegiatan religi, paling
lambat dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan, harus
mengajukan permohonan kepada Kepala UPT atau Satuan Kerja dengan tembusan
kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Teknis terkait dengan melampirkan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka :

3.1.

3.2.

3.3.

Terhadap kegiatan sembahyang Umat Hindu yang berada di sekitar kawasan hutan di
Pura Luhur Giri Salaka yang berada di dalam Taman Nasional Alas Purwo, tidak
dikenakan tarif masuk atau dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).

Untuk itu Aliansi Masyarakat Umat Hindu setempat, dapat mengajukan permohonan
melakukan kegiatan religi kepada Balai Taman Nasional Alas Purwo sesuai ketentuan
dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-11/2014.

Adapun biaya yang dikeluarkan berkenaan cengan parkir, Saudara dapat berkonsultasi
dengan Pemerintah Daerah setempat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

A.n. SeAk}\e\taris Jenderal,
Kepa!i Biro Hukum
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Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
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e lindu Dharma Indonesia Pusat
**~....- Hindu Dharma Council of Indonesia

e Sekretariat : JI. Anggrek Nelly Murni Blok A / 3 Slipi, Jakarta 11480
g : Phone : (021) 56330414 Fax. (021) 5485181
Email : sekretariat@phdi.orid Website : www.phdi.or.id

Nomor : 359/Parisada P/VIII/2015 Jakarta, 2/ Agustus 2015

Lampiran -
Perihal : Permohonan tidak dikenakan tiket masuk

Umat Hindu yang akan sembahyang

Kepada yang terhermat:

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
(Ibu Siti Nurbaya Bakar)

Di Jakarta.

Om Swastyastu,
. Dengan hormat.

Memperhatikan surat Aliansi Masyarakat Umat Hindu Indonesia Kabupaten Banyuwangi No:30/AMUHI-
KAB.BWI/V/2015 Tanggal 17 Mei 2015 Perihal: Permohonan Dispensasi Tiket Masuk ke Pura Luhur Giri
Salaka di Kawasan Alas Purwo Banyuwangi, yang ditujukan kepada kami; dan surat Parisada Hindu
Dharma Indonesia Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Nomor:10/PHDI TEG/VIII/2015
Tanggal 16 Agustus 2015 Perihal: Permohonan Pengenaan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) bagi umat Hindu
yang bersembahyang di Pura Luhur Giri Salaka Alas Purwo di Taman Nasional Alas Purwo yang ditujukan
kepada Ibu dan Tembusan disampaikan kepada kami.

Sehubungan dengan kedua surat tersebut, Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat sebagai Majelis
Tertinggi Agama Hindu di Indonesia sangat mendukung dan turut memohon kehadapan Ibu, kiranya
berkenan memberikan dispensasi dengan membebaska: vmat Hindu yang bersembahyang di Pura Luhur
Giri Salaka yang terdapat dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo tanpa mengenakan biaya atau tarif
apapun.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu disampaikan terimakasih.

Om Santih Santih Santih Om.
byt EEN
/ APARIS)\\"DA HINDU DHARMA INDONESIA
[/ /fT\KETUA YMUM PENGURUS HARIAN
{
%
“MAYJEN TNI (PURN) S.N. SUWISMA
Tembusan kepada yth:
1. Menteri Kevangan RI di Jakarta.
2. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya.
4. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
5. Bupati Banyuwangi di Banyuwangi.
6. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi.
7. Ketua Aliansi Masyarakat Umat Hindu Indonesia Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi.
8. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Tegaldlimo di Tegaldlimo.
9. Arsip.



